
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu 

bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya 

adalah dengan pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu 

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan 

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih 

meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas 

dalam pembelanjaan uang negara. Selain itu, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara 

elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta 

mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) 

bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. Layanan yang tersedia dalam SPSE saat 

ini adalah e-Tendering yaitu tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara 

terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada Sistem 

Pengadaan Secara Elektronik dengan menyampaikan 1 (satu) penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan. Selain itu ada sistem E-Purchasing, e-Purchasing dibuat agar proses untuk 

pengadaan Produk Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Dalam e-

Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah, terdapat fitur untuk pembuatan paket, unduh 

(download) format surat pesanan/surat perjanjian, unggah (upload) hasil scan kontrak yang 

sudah ditandatangan, sampai dengan cetak pesanan Produk Barang/Jasa Pemerintah. Dengan 

adanya e-Purchasing Produk Barang/Jasa Pemerintah, diharapkan proses pengadaan Produk 



 

 

Barang/Jasa Pemerintah dapat lebih efisien dan lebih transparan. Produk yang sudah tampil di 

e-Catalogue Produk Barang/Jasa Pemerintah dapat dibeli dengan menggunakan e-Purchasing. 

E-Catalogue Produk Barang/Jasa Pemerintah menampilkan informasi penyedia produk, 

spesifikasi produk, harga, serta gambar dari produk barang/jasa pemerintah. 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memerlukan sebuah sistem yang baik untuk 

meminimalisasi suatu tindak Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dimana untuk meningkatkan 

suatu efesiensi, transparansi dan efektifitas pada pengadaan barang dan jasa. Seiring 

berkembangnya teknologi, maka pada pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu adanya 

sistem pengadaan secara elektronik. 

Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan diatas. ada sebuah  kebijakan yang 

mengatur tentang pengadaan  barang dan jasa,  yaitu  Kebijakan Sistem Pengadaan  Barang 

dan Jasa  melalui Peraturan Presiden  Nomor 54 tahun 2010  pada pasal 35 ayat (1),(2),(3) lalu 

pada pasal 36 ayat (1),(2),(3),(4) serta  pada pasal 37 ayat (1),(2),(3),(4). Kemudian pada 

perjalanannya Perpres tersebut mengalami perubahan dengan  Peraturan Presiden  Nomor 35 

tahun 2011 tentang  Perubahan  atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010  tentang 

Pengadaan  Barang dan  Jasa Pemerintah, serta Peraturan Presiden  Nomor 70 Tahun 2012  

yang menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan  Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2012.  Pada Peraturan  ini terdapat pasal yang mengatur  tentang  LPSE (Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik) yaitu pada Bab I  Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) hingga ayat (4) dan  

pasal 2, kemudian pada Bab II Prosedur E-Tendering pada pasal 6, yaitu Standar dokumen 

pengadaan secara elektronik melekat pada SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). 

Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa baik dalam di pusat maupun di daerah yang 

menjadi ladang korupsi secara bertahap dilaksanakan, melalui perundang-undangan. 

Pengadaan barang dan jasa tahun 2015 ini dengan terakhir berubah dengan keluarnya Perpres 



 

 

4 tahun 2015. Perpres ini merupakan perubahan keempat tentang Pengadaan Barang/ Jasa 

Pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2015. Perpres ini diharapkan dapat 

mengatasi beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang dan 

jasa. Salah satu poin penting yang ada di perpres ini adalah diberikannya kewenangan yang 

lebih besar kepada pejabat pengadaan untuk melaksanakan pengadaan dengan cara e 

purchasing. 

Berdasarkan atas pengamatan awal yang peneliti lakukan selama kurang lebih 1 bulan, 

dimulai sejak tanggal 22 Desember 2015, peneliti menemukan ada beberapa permasalahan  

terkait pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat ini, berdasarkan 

hasil wawancara dengan salah satu anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah 

Kemenag Jawa Barat, bahwasanya “dalam implementasi sistem purchesing ini banyak 

permasalahan yang sering muncul pada pengadaan dengan sistem e-purchasing, yaitu; 

1. Pegawai yang belum pernah menggunakan sistem e-purchasing merasa kesulitan 

dalam akses ke web tersebut sehingga menghambat implementasi e-purhasing. 

2. Selain itu juga sistem e-purchasing barang-barangnya masih terbatas sehingga ketika 

suatu lembaga pemerintahan memerlukan barang yang sangat spesifik barang 

tersebut tidak tersedia. 

3. Selain juga harga barang di aplikasi e-purchasing sangat murah sehingga pelaku 

bisnis akan merugi. 

4. Kurangnya sosialisasi tentang tata cara pengadaan barang dan jasa melalui e-

purchasing. 

5. Banyaknya barang/jasa yang dibeli tidak bisa dipakai. 

Berdasarkan permasalahan  yang terjadi penulis menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e purchasing belum maksimal. Dari fenomena 

diatas peneliti tertarik untuk memperdalam penelitian dengan judul “PENGARUH 



 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E 

PURCHASING TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA DI 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT”. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan melalui pengamatan awal pada data yang 

diberikan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat maka teridentifikasi 

masalah sebagaimana berikut: 

1. Pegawai yang belum pernah menggunakan sistem e purchasing merasa kesulitan dalam 

akses ke web tersebut sehingga dirasa menghambat implementasi e purchasing. 

2. Selain itu juga sistem e-purchasing barang-barangnya masih terbatas sehingga ketika 

suatu lembaga pemerintahan memerlukan barang yang sangat spesifik barang tersebut 

tidak tersedia. 

3. Selain juga harga barang di aplikasi e purchasing sangat murah sehingga pelaku bisnis 

akan merugi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh isi kebijakan tentang e purchasing terhadap efektivitas 

pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kemenag Jawa Barat? 

2. Seberapa besar pengaruh lingkungan kebijakan tentang e purchasing terhadap 

efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kemenag Jawa Barat? 



 

 

3. Seberapa besar pengaruh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan tentang e purchasing 

secara simultan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kemenag 

Jawa Barat? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi 

pengadaan barang melalui e purchasing terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di 

Kanwil Kemenag Jawa Barat. 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah memperoleh bukti guna mengetahui dan 

mempelajari : 

1. untuk mengetahui besaran pengaruh isi  kebijakan pengadaan barang melalui e 

purchasing terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kemenag Jawa 

Barat; 

2. untuk mengetahui besaran pengaruh lingkungan kebijakan pengadaan barang melalui e 

purchasing terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kemenag Jawa 

Barat; 

3. untuk mengetahui besaran pengaruh isi kebijakan dan lingkungan kebijakan pengadaan 

barang dan jasa melalui e purchasing secara simultan terhadap efektivitas pengadaan 

barang dan jasa di Kanwil Kemenag Jawa Barat. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini sebagai hasil temuan dalam studi ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Bagi penulis, pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam 

rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara 

akademik dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori kebijakan publik 

khususnya terkait pengadaan barang dan Jasa; 



 

 

b. Bagi lembaga terkait, dapat mengungkapkan suatu produk pengembangan 

keilmuwan melalui teori yang ada dengan pendekatan dan metode baru bagi 

pengembangan kondisi disiplin kerja dalam penerapan kebijakan pengadaan barang 

melalui e-purchasing terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kanwil 

Kemenag Jawa Barat; 

c. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan informasi tentang data empiris yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam 

rangka menerapkan hasil studi kebijakan publik yang dikaitkan dengan kebijakan 

sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing; 

b. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan 

ilmu administrasi negara serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

pengembangan dan perbaikan program pengadaan barang di Kanwil Kemenag 

Jawa Barat. 

F. Kerangka Pemikiran 

Pendekatan awal yang penulis lakukan dalam melandasi penelitian ini, dengan 

mengkaji beberapa teori, adapun teori yang menjadi dasar dari penelitian ini penulis ambil dari 

Merilee S. Grindle (Nawawi,2007:141), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik 

dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (content of policy) dan 

lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup hal 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi 

kebijakan publik;  

2. Jenis manfaat yang diterima oleh  target groups;  

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan;  

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat; 

5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan;  



 

 

6. Sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program yang didukung oleh sumberdaya 

yang memadai. 

Adapun untuk variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:  

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan; 

2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;  

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

 

Selain dari teori dari Merilee S. Grindle, sebagai dasar dari variabel X, penulispun 

merunut teori tentang efektivitas sebagai variabel Y dari Agus Dharma yang mendefinisikan 

bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas,kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut 

sudah ditentukan terlebih dahulu (Dharma,2001:4). Agus Dharma pun, mengungkapkan bahwa 

untuk mengukur efektivitas dapat dilihat dimensi sebagai berikut, yaitu:  

1. Tepat kuantitas, merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah 

yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan 

tanggung jawab yang lebih besar. 

2. Tepat kualitas, dalam arti pekerjaan yang ditangani pegawai sesuai dengan standar 

kualitas yang ditetapkan instansi, pekerjaan dilakukan dengan penih ketelitian dan 

kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan 

kepuasan kepada para pengawas; 

3. Tepat waktu, dalam arti penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu 

yang ditentukan sebelumnya; 

 

Gambar 1.1 

Model Kerangka Berfikir Pengaruh Implementasi Kebijakan 

terhadap Efektivitas 
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(sumber : Olahan Peneliti, 2016) 

G. Hipotesis 

Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat 

oleh peneliti baik problematika yang diajukan dalam penelitiannya”. Dugaan jawaban tersebut 

merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data 

yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan kedudukannya itu maka hipotesis dapat berubah 

menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran (Arikunto,2010:92). 

Hal senada  juga  dikemukakan Sugiyono yang  mengatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data (Sugiono,2003:77). 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Ho : 𝜌 = 0,  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari isi kebijakan tentang 

pengadaan barang dan jasa melalui e purchasing (X1) terhadap efektivitas pengadaan 

barang dan jasa di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat (Y) 

H  : 𝜌 ≠ 0, Terdapat pengaruh yang signifikan dari isi kebijakan pengadaan barang dan 

jasa melalui e purchasing (X1)  terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di 

Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat (Y) 

2. Ho : 𝜌 = 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kebijakan 

pengadaan barang dan jasa melalui e purchasing (X2) terhadap efektivitas pengadaan 

barang dan jasa di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat (Y) 



 

 

H : 𝜌 ≠ 0, Terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kebijakan pengadaan 

barang dan jasa melalui e purchasing (X2)  terhadap efektivitas pengadaan barang dan 

jasa di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat (Y). 

3. Ho : 𝜌 = 0, Tidak terdapat  pengaruh yang signifikan dari Isi Kebijakan (X1) dan 

lingkungan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e purchasing (X2) secara 

simultan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kemenag 

Jawa Barat (Y) 

H  : 𝜌 ≠ 0, Terdapat pengaruh yang signifikan dari isi kebijakan (X1) dan  lingkungan 

kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui e pruchasing (X2) secara simultan  

terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat 

(Y). 

 

 


